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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, I dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lemb1ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tam ahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ~219); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2 09 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik ndonesia tahun 2009 
nomor 112, Tambahan LeFbaran Neg ra Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

WALIKOTA MAKASSAR, 

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasaf 386, Pasal 387, Pasal 
388, Pasal 389, dan Pasal 390 Un1ang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan IDaerah yang mengatur 
tentang Inovasi Daerah; serta Kete tuan dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 201 7 Ten tang 
Inovasi Daerah; untuk mendukun peningkatan kinerja 
pemerintah daerah secara optim dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat melalui eningkatan pelayanan 
publik, pemberdayaan clan peran s rta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah perlu memicu kreativitas 
daerah dengan melakukan inovasi 

b. bahwa untuk menciptakan kon~· si masyarakat dan 
pemerintahan yang inovatif perlu ad ya penguatan sistem 
Inovasi Daerah secara terarah dan ber esinambungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan s1bagaimana di maksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut d atas, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota Kota Makassar entang Sistem lnovasi 
Daerah. 

I 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 195; tentang pembentukan 

Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lem aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tam ahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

TENTANG 

SISTEM INOVASI DAF:RAH 

DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA izSA 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
Nomor : 37 TAHUN 2019 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

SALINAN 

Mengingat 

Menimbang 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara an Reformasi Blrokrasi 
Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Pedoman Inovasi elayanan Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715) 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Neg ra Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di bah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 t ntang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 [Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor io Tahun 2005 tentang 
Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan 
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lef baga Penelitian dan 
Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4497); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
lnovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 omor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6123); 

Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wi ayah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 193); 

Perubahan Nama Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tent 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan lernbaran Negara Republik Ind nesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 87) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2G Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik In onesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ad inistrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentan Perubahan Batas-batas 
Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabu aten Gowa, Maros, dan 
Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan D erah Propinsi Sulawesi 
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 1971 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 2970); 
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Makassar. 
2. Walikota adalah Walikota Makassar. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan peme intahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dil kan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daer h untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan m syarakat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala aerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjli kewenangan Daerah, 
terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspek orat, Dinas, Badan, dan 
Kecamatan. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya diseb t BUMD adalah Badan 
Usaha Milik Daerah Kota Makassar. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjia±erja yang bekerja pada 
Pemerintah Daerah. 

9. lnovasi adalah proses kreatif penciptaan penget uan dalam melakukan 
penemuan baru yang berbeda dan/ atau modifikasi d · i yang sudah ada. 

10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses d am satu sistem untuk 
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan an r institusi pemerintah, 
pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembag pendidikan, lembaga 
penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di aerah. 

12. One Job One Innovation adalah program yang di etapkan dalam rangka 
membangun budaya kerja, minimal satu jabatan s tu inovasi yang harus 
dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daera dan BUMD. 

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan ke butuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan bagi setiap warga negara dan pendu uk atas barang, jasa, 
dan/ a tau pelayanan administratif yang disediak n oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 

14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, du ia usaha, dan lembaga 
non pemerintahan lainnya. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MAKAS NG SISTEM INOVASI 
DAERAH. 

Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian 
dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inov si Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); 

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( mbaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2016 Nomor 8). 
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Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas : 
a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; 
b. pengusulan Inovasi Daerah; 
c. penetapan lnovasi Daerah; 
d. uji coba lnovasi Daerah; 
e. perencanaan; 
f. Penguatan Inovasi Daerah; 
g. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; 
h. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 

Pasal5 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas: 
a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penye nggaran pemerintahan 

Daerah; 
b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau roses produksi. 

nerja penyelenggaraan 

Pasal 4 

Pasal 3 

masyarakat, meliputi: 
a. peningkatan pelayanan publik; 
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 
c. peningkatan daya saing Daerah. 

Pasal2 

BAB II 
TUJUAN DAN PRIN

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: 
a. bersifat simultan dan berkelanjutan; 
b. dilaksanakan secara sistimatis; 
c. peningkatan efisiensi; 
d. perbaikan efektivitas; 
e. perbaikan kualitas pelayanan; 
f. tidak menimbulkan konflik kepentingan; 
g. berorientasi kepada kepentingan umum; 
h. dilakukan secara terbuka; 
i. memenuhi nilai kepatuhan; 
j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. 

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan 
Pemerintahan Daerah. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi 
Daerah diarahkan untuk mempercepat te judnya kesejahteraan 

15. Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah struktur, b9ntuk, proses, sistem 
dan/ a tau kerangka kerja dari suatu produk prosedur kerja. 
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(1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi 
diselenggarakan oleh masyarakat. 

(2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apat berbentuk sebagai 
berikut: 

Bagian Kedua 
Bentuk dan Kriteria Iqovasi Daerah Dalam Rang Peningkatan 

Produk atau Proses Produksi 
Pasal 9 

Kriteria lnovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, meliputi: 
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsu dari inovasi; 
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat; 
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatas pada masyarakat yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un 
d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewen 
e. dapat direplikasi. 

Pasal8 

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaima dimaksud dalam Pasal 
6 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan 1;lanajemen Pemerintahan 
Daerah yang meliputi tata laksana internal dal m pelaksanaan fungsi 
manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. 

(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud alam Pasal 6 huruf b 
merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan k pada masyarakat yang 
meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa pu lik dan inovasi jenis dan 
bentuk barang/ jasa publik, serta inovasi pelayanan a ministrasi. 

(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud d am Pasal 6 huruf c 
merupakan segala bentuk inovasi dalam pe yelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 1 aerah. 

Pasal 7 

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan pen emerintahan Daerah 
dapat berbentuk: 
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; 
b. inovasi Pelayanan Publik; 
c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pe tahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Pasa16 

Bagian Kesatu 
Bentuk dan Kriteria lnovasi Daerah dalam rangk Pembaharuan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Dae 

i. pembinaan dan pengawasan; 
J. informasi Inovasi Daerah; 
k. pendanaan. 

BAB IV 
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DA 
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(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari: 
a. W alikota; 
b. Anggota DPRD; 
c. ASN; 
d. Perangkat Daerah; 
e. BUMD. 

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilen kapi dengan proposal 
Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: J 
a. bentuk Inovasi Daerah; 
b. rancang bangun lnovasi Daerah dan pokok perubah yang akan dilakukan; 
c. tujuan Inovasi Daerah; 
d. manfaat yang diperoleh; 
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; 
f. anggaran, jika diperlukan. 

(3) Setiap jabatan pada Perangkat Daerah mempuyai satu · ovasi, melaui program 
One Jon One Innovation. 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Pengusulan Inovasi Daerah dalam rangka Pe~baharuan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

BABV 
PENG~SULANINOVASIDAERAH 

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus 
memenuhi kriteria yang meliputi: 
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsu;r obyek inovasi; 
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ a tau masyarakat; . I 
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasar pada masyarakat yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka penin katan proses dan/ a tau 

produk barang dan/ atau jasa. 

Pasal 11 

(4) 

(2) huruf c merupakan 
sudah ada. 
(2) huruf d merupakan 
enjadi formulasi baru. 

Reflikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya
peniruan suatu produk, jasa, atau proses inovasi yan 
Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada 

(3) 

9 ayat (2) huruf b 
proses inovasi yang 

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pas 
merupakan pengembangan suatu produk, jasa, at 
sudah ada. 

(2) 

(1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam P ruf a merupakan 
kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang elum pernah dilakukan 
sebelumnya. 

a. penemuan; 
b. pengembangan; 
c. replikasi; 
d. sintesis. 

Pasal 10 
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lnisiatif lnovasi Daerah sebagaitana dimaksud dalam Pas 15 dituangkan dalam 
bentuk kerangka acuan kerja in vasi yang sekurang-kuran nya memuat: 
a. alasan perlunya lnovasi Dae ah; 

Pasal 17 

Pasal 16 

Inisiatif Inovasi Daerah yang bJrasal dari masyarakat da ~at disampaikan kepada 
Walikota melalui Perangkat Daerah yang membi angi penelitian dan 
pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daera untuk mendapatkan 
pembinaan. I 

produk atau proses 
I Pasal 15 

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkat 
produksi dapat berasal dari mas arakat. 

Bagian Kedua 
Pengusulan lnovasi Daerah 

dalam rangka Peningkatan Produk atau Prose 

(1) Perangkat Daerah yang meribidangi penelitian dan pe gembangan melakukan 
verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulal DPRD dengan kriteria 
Inovasi Daerah se bagaimala dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pe gembangan melakukan 
evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan J).SN, Perangkat Daerah, 
dan BUMD. I 

I 

Pasal 14 

( 1) Inisiatif lnovasi Daerah yang berasal dari Walikota se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wal kota dan dapat dibantu 
oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota, dilengkapi engan proposal Inovasi 
Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Da rah yang membidangi 
penelitian dan pengembangan. 

(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari angg ta DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dituangkal dalam proposal lnovasi 
Daerah untuk dibahas dan ditetapkan layak atau idak layak dalam rapat 
paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan disam aikan kepada Perangkat 
Daerah yang membidangi penelitian dan pengembang n. 

(3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebag imana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepal Perangkat Daerah yang 
menjadi atasannya disertai dengan proposal I ovasi Daerah untuk 
mendapatkan izin tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi penelitian dan pengembangan. 

(4) Inisiatif lnovasi Daerah Yfing berasal dari Perangk t Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf d disamp ikan kepada Perangkat 
Daerah yang membidangi penelitian dan pengembang 

(5) Inisiatif Inovasi Daerah ~ang berasal dari SUMO sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) h~ruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang 
membidangi penelitian dan pengembangan. 

Pasal 13 
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(3) 

(2) 

(1) 
Pasal 21 

Pelaksana lnovasi Daerah dalam rangka pembah ruan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah melaksanakan uji coba lnova i Daerah berdasarkan 
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pa,al 18 ayat (1). 
Uji coba lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada 13-yat (1) dilakukan pada 
Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai pelaksanafuji coba. 
Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ay t (2), tata laksana pada 
Perangkat Daerah yang dipilih sebagai pelaksana uji oba dapat menerapkan 
tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dal peraturan perundang­ 
undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat me bahayakan kesehatan, 
keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan. 

Inovasi Daerah dilaksanakan mJlalui : 
(1) Uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembah ruan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
(2) Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkat produk atau proses 

produksi. 

Pasal 20 

BAB VII 
UJICOBAINOVASIDAERAH 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 
Pasal 19 

lnovasi Daerah oleh masyarakat sebagaimana dima d Pasal 16 dilaporkan 
kepada Pernerintah Daerar untuk dicatat dalam da ar lnovasi Daerah oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pe gembangan. 
Inovasi Daerah oleh masyarakat yang terdaftar sebag mana dimaksud ayat (1) 
difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. 
Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah yanf membidangi penelitian da pengembangan. 
lnovasi Daerah oleh masyarakat yang tidak did tarkan, dilaksanakan 
sepenuhnya oleh masyarakat. 

Pasal 18 

(1) lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa 6 ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

(2) Keputusan Walikota mengenai lnovasi Daerah seba aimana dimaksud pada 
ayat { 1) disertai dengan penetapan Perangkat D erah yang ditugaskan 
melaksanakan uji coba lnovasi Daerah. 

(3) Penetapan Keputusan Wavkota sebagaimana dimaks d pada ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

dilakukan inovasi; 

BAB VI 
PENETAPANINOVASIDAERAH 

b. bidang/ sektor / produksi batang dan/ atau jasa yang 
c. metode inovasi; 
d. tahapan dan jadwal inovasi] 
e. keluaran inovasi; 
f. penanggung jawab inovasi. 
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(2) 

Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan men~sun dokumen kebijakan 
yang tertuang dalam Roadmap penyelenggaraan Inova i Daerah. 
Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dim ksud pada ayat (1) 
dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah s suai dengan kebutuhan 
dan potensi Daerah. 
Roadmap penyelenggaraan lnovasi Daerah sebagaima a dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(3) 

( 1) 

BAB VIII 
PERENCANAAN 

Pasal 25 

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan ampak negatif kepada 
rnasyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyele ggaraan Pemerintahan 
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Ian sung diterapkan tanpa 
melalui uji coba lnovasi Daerah. 

Pasal 24 

( 1) Pelaksana lnovasi Daerah men yarn paikan hasil pelak anaan seluruh tahapan 
uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah ya g membidangi penelitian 
dan pengembangan. 

(2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pe gembangan melakukan 
evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelak anaan uji coba Inovasi 
Daerah. 

(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inov si Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh P rangkat Daerah yang 
membidangi penelitian dan pengembangan. 

Pasal 23 

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didoku asikan oleh pelaksana 
lnovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan k berhasilan setiap tahap 
pelaksanaan uji coba lnovasi Daerah. 

(2) Selama masa uji coba, pelaksana lnovasi Da ah dapat melakukan 
penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untu menghasilkan Inovasi 
Daerah yang diperlukan. 

(3) Dalam hal uji coba lnovasi Daerah tidak berhasil, p laksana Inovasi Daerah 
menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah an melaporkan kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. 

(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas 
persetujuan W alikota. 

Pasal 22 

(4) Pelaksana lnovasi Daerah menyampaikan laporan erkala setiap 3 (tiga) 
bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dal m pelaksanaan uji coba 
Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan 
pengembangan. 



10 

Penguatan kelembagaan Inovasi Daerah sebagaimana di aksud dalam Pasal 29 
huruf a, dilakukan dengan: 
a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daera dalam pengembangan 

Inovasi Daerah; 
b. melakukan penataan produk hukum yang mendukung erciptanya kondisi yang 

kondusif bagi penguatan Inovasi Daerah; 

Pasal30 

Penguatan Inovasi Daerah dilakukan melalui: 
a. penguatan kelembagaan Inovasi Daerah; 
b. penguatan jaringan lnovasi Daerah; 
c. penguatan sumber daya Inovasi Daerah. 

Pasal 29 

BAB IX 
PENGUATANINOVASIDAERAH 

(1) Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menja i masukan penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku 
dengan masa perencanaan sejalan dengan berl nya masa Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

(2) Walikota dalam merumuskan perencanaan Inovasi D erah dapat membentuk 
Tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepenti 

Pasal 28 

Penyusunan dokumen Roadmap penyelenggaraan Inov Daerah sebagaimana 
dimaksud Pasal 26 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. pendahuluan; 
b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini; 
c. analisis lingkungan strategis; 
d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah; 
e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah; 
f. penutup. 

Pasal 27 

Pasal26 

(1) Penyusunan dokumen Roadmap Penyelenggaraan lno Daerah sebagaimana 
diatur pada Pasal 25 ayat (3), dilaksanakan melalui: 
a. identifikasi dan pengumpulan data; 
b. pemetaan; 
c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan. 

(2) lnovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan da am perencanaan Inovasi 
Daerah. 

(3) Proses penyusunan dokumen Roadmap penyelen garaan lnovasi Daerah 
dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas erangka pembangunan, 
respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai erwujudan visi dan misi 
Walikota dalam pembangunan di Daerah. 
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rangka pembaharuan 
jadi milik Pemerintah 

(1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah 
terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah 
Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. 

(2) Hak kekayaan intelektual atas lnovasi Daerah m rangka peningkatan 
produk atau proses produksi yang diselenggarakan o eh masyarakat menjadi 
milik masyarakat sebagai penyelenggara Inovasi Daera 

(3) Walikota memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan i telektual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

BAB XI 
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTEL TUAL 

Pasal 35 

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteri 
a. dampak lnovasi Daerah terhadap peningkatan k nerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya 
saing produksi barang dan/ a tau jasa; 

b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/ atau 
masyarakat. 

c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada peny lenggara Inovasi Daerah 
yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah. 

(1) Walikota melakukan penilaian terhadap inovasi ya g diselenggarakan oleh 
Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, Badan U aha Milik Daerah dan 
masyarakat. 

(2) Penilaian terhadap penyelenggaraan lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan pengh rgaan. 

Pasal 34 

BABX 
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHA 

Pasal 33 

Penguatan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana aksud dalam pasal 29 
huruf c, dilakukan melalui: 
a. pemanfaatan kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/ u keterampilan sesuai 

dengan spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; 
b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisas annya; 
c. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan in elektual; 
d. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahua dan teknologi. 

Pasal 32 

Penguatan jaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaks d dalam pasal 29 huruf 
b, dilakukan dengan menumbuhkembangkan berbagai k laborasi atau kerjasama 
kemitraan dengan Pernerintah, Pemerintah Daerah, l mbaga penelitian dan 
pengembangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga p ndidikan, dunia usaha, 
media dan organisasi kemasyarakatan. 

c. mengembangkan profesionalisme nilai-nilai budaya erja yang mendukung 
penguatan Inovasi Daerah. 

Pasal 31 
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(1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah <lit tapkan oleh Walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangka dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar; 

ayat ( 1) diatur 

Pasal 40 

BAB XIV 
PENDANAAN 

lam Pasal 38 dikelola 

(3) Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana 
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 39 

(3) 

( 1) 
(2) 

BAB XIII 
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 38 

(2) 

(1) 

Pasal37 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENG A W

Pasal 36 

Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi D h. 
Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan day saing produksi barang 
dan/ a tau jasa. 
Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud p da ayat (1) harus bisa 
menjamin ketersedian data sebagai sumber inform~si dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ke iatan inovasi. 

Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang me~bidangi penelitian dan 
pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyele ggaraan Inovasi Daerah 
yang tertuang dalam Roadmap penyelenggaraan lnova i Daerah. 
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai 
masukan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah. 

(1) Informasi lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam laboratorium Inovasi Daerah. 

(2) Laboratorium lnovasi Daerah sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dikelola 
secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang me bidangi penelitian dan 
pengembangan. 

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan p laksanaan inovasi yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. 

(2) Walikota menugaskan Balitbangda Kota Makas ar untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi ses ai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual seb aimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan oleh Balitbangda Kota Makass 
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SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 

M.ANSAR 

SEKRET AKASSAR, 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

Ditetapkan di M kassar 
pada tanggal 

Pj. WALIK AR,'

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diund gkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p ngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ota Makassar. 

Pasal41 

BAB XV 
KETENTUANPENUTUP 

(2) Penyelenggaraan lnovasi Daerah dapat pula dibiayai ari pembiayaan sumber 
dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

(3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam A ran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada aya (1) dianggarkan pada 
Perangkat Daerah yang.akan melaksanakan kegiatan novasi Daerah. 

(4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan nggaran untuk kegiatan 
Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah di yatakan tidak berhasil, 
alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 
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